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Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima

(01-10H2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:
1.  TITI EKO RAHAYU   :   Sekretaris           Kementerian           Pemberdayaan

Perempuan   dan   Perlindungan   Anak   Republik
Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
mama   Kementerian   Pemberdayaan   Perempuan
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,` -yang
berkedudukan  di  Jalan  Medan  Merdeka  Barat
Nomor  15,  Gambir,  Jakarta  Pusat   10160  yang

selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2.  WANI SABU                 :    Senior Adviser Fraud Banking Investigation yang

berdasarkan           Surat           Kuasa           Nomor
1490/ST/DIR/2025    tanggal    1    Oktober   2025

berhak berfindak untuk dan atas nana              PI`
Bank  Central  Asia Tbk    yang  berkedudukan  di
Jakarta pusat, beralamat di  Menara  BOA   Grand
Indonesia,   Jalan     M.H®  Thamrin  No.  1,  Jakarta

10310 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA®

.'-i-=---s     ..

www.gonitro.com

JDIH
Salinan

https:jdih.kemenpppa.go.id


-2-

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDtJA yang selanjutnya secara bersama-sama
disebut  PARA  PIHAK,   dan   secara  sendiri-sendiri  disebut  sebagal  PIHAK9

terlebih dahulu menerangkan fial-hal sebagai berikut:
a.  bahwa  PIHAK  KESATU  adalah  kementerian  yang  menyelenggarakan

urusan    pemerintahari    di    bidang    pemberdayaan    perernpuan    dan
suburusan  pemerintahan  perlindungan  anak yang merupakan  lingkup
urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan; dan

b®  bahwa  PIHAK  KEDUA  adalah  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang

perbankan  yang  memberikan   layanan  kepada  nasabah   antara  lain
layanan co7itc{ct ce7ifer,

c®  bahwa PARA  PIHAK  telah  menandatangani Nota Kesepahanan  antara
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia dengan PI` Bank Central Asia Tbk tentang Peningkatan Layanan
SAPA  129 nomor 008/Men/Klj.01/03/2025 nomor 003/PKS/BOA/2025

tanggal 4 Maret 2025 {selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") ;
d.  bahwa PARA PIHAK bermaksud menindaklanjuti Nota Kesepahaman dan

bekerja sama   untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan  tugas dan
fungsi PARA PIHAK dalam mendukung peningkatan Layanan Call Center
SAPA  129®

Selanjutnya dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:
1.     Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi

mengenai  Penghapusan  Segala Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Wanita

(Coavertfron  orb  the  Etimina;fion  Of AII  Forms  Of  Ftiscrindra:fiom  Agck:ask
Wo7aer.)  (Lembarari  Negara Republik Indonesia Tahun  1984  Nomor 29,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
2.     Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2002    Nomor    109,
Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    4235)

sebagalmana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undarlg-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan

Kedua    atas    Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2002    tentang
Perlindungan    Anak    Menjadi    Undang-Undang    (Lembaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2016   Nomor  237,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
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3®     Peraturan  Presiden  Nomor  55  Tahun  2024  Tentang  Unit  Pelaksana

Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);

4.     Peraturan   Presiden   Nomor   186   Tafiun   2024   tentang   Kementerian
Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382) ;

5®     Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak
Nomor  1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pemberdayaan   Perempuan   dan   Perlindungan   Anak   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132; dan

6.     Nota Kesepahaman antara Kementerian pemberdayaan perempuan dan
Perlindungari    Anak    dan    FT    Bank    Central    Asia    Tbk    Nomor:
OO8/Men/KL.01/03/2025  dan  Nomor:  003/PKS/BOA/2025  tanggal  4

Maret 2025 tentang Peningkatari Layanan SAPA 129.

Berdasarkan hal-hal tersebut di alas, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun
dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Layanan SAPA
129   Bagi   Perlindungan   Perempuan   dan   Anak,   yang   selanjutnya  disebut
"Perjafljian Kerja Sama", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK
untuk menyinergikan kegiatan dalam peningkatan Layanan SAPA 129.

(2) Perjanjian   Kerja   Sama  ini   bertuj.nan   untuk   meningkatkan   efektivitas,
koordinasi, dan kerja sama antara PARA PIHAK daiam upaya peningkatan
Layanan SAPA  129.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sana ini terdiri atas:
ao  peningkatan   kapasitas   sumber   daya   manusia   (SDM)   yang   terkait

penyelenggaraan  Layanan  SAPA  129  melalui  pelatihan,  z#orkehap,  dan
kegiatan lainnya sesual kesepakatan Para Pihak;

b.  pengembangan sistem respons Layanan SAPA 129 yang menghubungkan
antara layanan pengaduan dengan unit/1embaga layanan terkait lalnnya;

:`,-,---.::uH:
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c.  pengembangan  sistem  informasi  dan  teknologi  (IT)  untuk  mendukung

penyelenggaraan I,ayanan SAPA 129;
d.  quczgz.€g conf7iog terhadap performa kinerja SDM dan kualitas Layanan SAPA

129;

e.   sosialisasi dan promosi Layanan SAPA 129 kepada masyarakat luas®

Pasal 3
HAH DAN KEWAUIBAN

(1)    PIHAK KESATu berhak untuk:
a®  mendapatkan   dukungan    dari   PIHAK   KEDUA   antara   lain   upaya

peningkatan  kapasitas  SDM  penyelenggara  Layanan  SAPA  129  seperti
pelatihan pz£Z7Zz.a spec5id.7ig dan keterampilan komunikasi;

bo  mendapatkan  bantuari    dari  PIHAK  KEDUA  dalam  melakukan  telaah
terkait  kebutuhan  sistem  Informasi  Teknologi  (IT)  untuk  mendukung

pengembangan penyelenggaraan dan sistem respons Layarian SAPA 129;
c.  mendapatkan  bantuan  pendampingan  dan  menerima  masukan  dalam

proses pengadaan Layanan SAPA 129;
d.  memperoleh  informasi  sebagaj  masukan  dari  PIHAK  KEDtJA  terkait

indikator evaluasi kualitas layanan dan kinerja SDM Layanan SAPA 129;

e.  mendapatkan bantuan darn PIHAK KEDUA untuk sosialisasi dan promosi
I,ayanan SAPA 129 agar lebih dikenal oleh masyarakat luas®

(2)    PIHAK KESATu berkewajiban untuk:
a®  memberikan infomasi,  bahan, dan data yang diperlukan PIHAK KEDHA

sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
b.  memberikan   dukungan   berupa  asistensi   dan   pendampingan   teknis

kepada  PIHAK  KEDUA;

c.  menyediakan   konten,   materi   promosi,   dan   informasi   publik  terkait
Layanan SAPA  129®

(3)    PIHAK KEDUA berhak untuk:
aa  mendapatkan       infomasi,    bahan,   dan   data  dari   PIHAK   KESATU

sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
b®  mendapatkan  dukungan     berupa    asistensi,     pendampingan  teknis,

dan      koordinasi      dari      PIHAK      KESATH;

c.  mendapatkan konten dan materi promosi terkalt Layanan SAPA 129.

`'`.ti
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(4)    PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
a.  memberikan  dukungan  kepada  PIHAK  KESATtJ  untuk    peningkatan

kapasitas SDM penyelenggara Layanan SAPA 129 berupa pelatihan pzfbzz.a

speczke.ng dan keterampilan komunikasi;

b®  memberikan bantuan dalam melakukan telaah terkait kebutuhan sistem
IT untuk pengembangan  penyelenggaraan  dan  sistem respons  Layanari
SAPA  129;

c.  memberikan  bantuari  pendampingan  dan  memberikari masukan  dalam

proses pengadaan Layanan SAPA 129;
d®  memberikan  informasi  terkait  indikator  evaluasi  kualitas  layanan  dan

kinerja SDM Layanan SAPA  129;

e.  membantu sosialisasi dan promosi Layanan SAPA 129 agar lebih dikenal
oleh masyarakat luas.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab
untuk  melaksanakan  kerja  sama  sesuai  dengan  ruang  lingkup  yang  telah
disepakati berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini®

Pasal 5
PELAKSANRAN

Pelaksanaari teknis Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan rencana
aksi sebagaimana tercantum dalarn Lampiran Perjanjian Kerja Sarna ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
UANGKA WAKTU

(1)    Perjanjian  Kerja  Sama  ini  mulai  berlaku  sejak  tanggal  17  Maret  2025
sampai dengan tanggal 3 Maret 2029.

(2)    Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan/atan diakhiri sebelum
berakhirnya  jangka   waktu   Perjanjian   Kerja   Sama   ini   berdasarkari
kesepakatan tertulis PARA PIHAK,

•---.i:il`l`
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(3)    Perpanjangan dan/atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lain
dengan menyampaikafl pemberitahuan kepada PIHAK lain paling lambat 1

(satu) bulan sebelum berakhimya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
(4)    Sehubungan  dengan  pengakhiran  Perjanjian  Kerja  Sama,  PARA  PIHAK

sepakat  untuk  mengesampingkan  ketentuan  Pasal  1266  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Perdata  sepanjang  mengenai  ketentuan  diperlukannya

putusan pengadilan  untuk mengakhiri  suatu perjanjian  sehingga untuk
pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperlukan adanya putusan
pengadilan.

Pasal 7
KERAHASIAAN

(1)    Masing-masing  PIHAK  wajib  untuk  menjaga  kerahasiaan  segala  data,
informasi, dan keterangan yang bersifat rahasia yang diperoleh dari PIHAK
lalnnya   berkaitan   dengan   pelaksanaan   Perjanjian   Kerja   Sana   ini

(selanjutnya  disebut  "Inf®rmasi  Rahasia").  Masing-masing  PIHAK  tidak
dibenarkan  memberitahukan  Informasi  Rahasia  dengan  cara  apa  pun
kepada pihak  lalnnya tanpa mendapatkan  persetujuan  tertulis  terlebih
dahulu dari PIHAK lainnya8 kecuali Informasi Rahasia yang:
a.  telah diketahui oleh PIHAK yang menerima lnformasi Rahasia sebelum

menerima  Informasi  Rahasia  berdasarkan  Perjanjian  Kerja  Sama ini,
tanpa ada kewajiban merahasiakan; dari

b.  dimirita   unt.ulk   diungkapkafl   berdasarkan   perintah   instansi   yang
berwenang atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

(2)    Ketentuan  Kerahasiaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  Pasal  ini
akan terus berlaku dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja
Sama ini telah berakhir.

Pasal 8
KORESP®NDENSI

{1)    Segala   pemberitahuan,   permintaan,   dan   komunikasi   lainnya   dalam
melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan
disampaikan melalui alamat-alamat sebagai berikut:

`..`;th::.
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a.   PIHAK KESATH

Jabatan
Alanat

Email

Telepon

bo   PIHAK KEDUA

Jabatan

Alanat

: Kepala Biro Iiukum dan Kerja Sama
: Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta

Pusat  10160

:  keriasama@kemeni3DDa®go®id

:  (021)  3805563

•® Contact Center and mgital Sewices

PT Bank Central Asia Tbk

: Menara BOA, Grand Indonesia Lt. 40

Jalan M.H. Thamrin No® 1, Jakarta Pusat  10310

Email              : nathalya_wani@bca. co a id

Telpon             :  (021) 23588000

(2)    Setiap perubahan alamat salah satu PIHAK sebagaimana tercantum di atas
wajib diberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu selambat-
1ambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alanat tersebut berlaku
efektif. Apabila pemberitahuan perubahan alamat tersebut tidak dilakukan
sesuai    ketentuan    sebagaimana    dimaksud    dalam    ayat    ini,    maka

pemberitahuan dianggap sah apabila ditujukan ke alamat yang tercantum
dalam  ayat  1  Pasal  ini  atau  alamat  terakhir yang  tercatat  pada  PARA
PIHAK.

Pasal 9
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
bersumber  dari  anggararl  masing-masing  PARA  PIHAK  sesuai  tugas  dan
tanggung jawab  masing-masing,  dan/atau  sumber  lain  yang  sah  dan  tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan®

Pasal 10
KEL*DAAE+ =xA:HAIR [FORCE RAueuRE)

(1)    Apabila  terjadi  keterlambatan  dan/atau  tidak  dapat  dilaksanakannya
kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu
PIHAK  yang  disebabkan  kejadian  di  luar  kemampuan  atau  kehendak

---.-.±L--,i
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PIHAK  yang  bersangkutan  untuk  mengatasinya  lforae  mczjezfre)   maka
keterlambatan dan/atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai
kelalaian/kesalahan dari PIHAK yang melakukan keterlambatan dan/ atau
kegagalan tersebut. PIHAK yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak
akan mengalami tuntutan dari PIHAK lainnya.

(2)    Yang  dimaksud  dengan force  mcEjeztre  dalam  Perjanjian  Kerja  Sama  ini
adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kendali dan bukan karena
kesalahan   dan/atau   kelalaian   PIHAK  yang  mengalami  fo7ice   mczjearre
termasuk tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, angin topan, kebakarari
besar,  banjir besar,  bencana alam,  atau  pemogokan  umum yang bukan
karena kesalahan PIHAK yang bersangkutan, huru-hara dan peperangan,
serta   perubahan   ketentuan   hukum  yang   memengaruhi   pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini yang secara langsung mengakibatkan terjadinya
keterlambatan  dan/atau  tidak  dapat  dilaksanakannya  kewajiban  yang
tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan PIHAK yang bersangkutan
telah berusaha dengan sebaik-balknya untuk mengatasi force mczjezfre.

(3)    Dalam   hal   terjadi  /orce   mcgivzfre  yang   mengakibatkan   keterlarnfoatan
dan/atau  kegagalan  dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam
Perjanjian  Kerja  Sama  ini,  maka  PIHAK yang  mengalami fo7ice  7"zjezt7ie

wajib memberitahukan secara tertulis adanya force mcfjeure kepada PIHAK
lainnya disertai dengan alasan/bukti yang dapat diterima PIHAK lainnya
dalam jangka waktu selambat-1ambatnya 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak
terjadinya force  meczjezfre.  Selanjutnya,  PARA  PIHAK  akan  mengadakan
musyawarah untuk menentukan akibat force mczjezJre tersebut serta cara

penyelesaiannya.
(4)    Apabila   PIHAK  yang   terdampak  fo7iae   77iczjezf re   terlambat   atau   tidak

menyarnpaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalarn ayat
3   Pasal  ini,   tidak  memberikari  alasan  dalam  pemberitahuan   tertulis
tersebut yang dapat diterima oleh PIHAK lainnya, dan/atau klaim force
majeure  dalam  pemberitahuan  tertulis  tersebut tidak dapat dibuktikan,
maka PIHAK  lainnya  dalam  Perjanjian  Kerja  Sama  ini  berhak  menolak
adanya force mczjezJ7ie tersebut.

(5)    Apabilaforee 77iczjeL4re berlangsung secara terus menerus melebihi 7 (tujuh)
hari  kalender  dan  hal  tersebut  mengakibatkari  PIHAK yang  terdampak

force    mczjeL47ie    tidak    dapat    melaksanakan    sebagian    atau    seluruh
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK lainnya
secara   sepihak  dapat   mengakhiri   Perjanjian   Kerja  Sarna  ini   dengan
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memberitahukan secara tertulis selambat-1ambatnya 3 (tiga) hari kalender
sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki oleh
PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini®

(6)    Fo7ice  mczjez£7ie  sebagaimana  dimaksud  Pasal  ini  tidak  menghapus  atau
menunda kewajiban PARA PIHAK yang tidak terdampak langsung dengan
keadaan force may.eL4re.

Pasal 1 1
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Dalam memproses data pribadi untuk keperluan pelaksanaan Perjanjiari Kerja
Sama ini  O®ika ada),  masing-masing PIHAK wajib untuk mematuhi ketentuan
hukum  yang  berlaku  terkait  dengan  pelindungan  data  pribadi  antara  lain
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pasal 12
HUKHM YARIG BERIAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1)     Perjanjian Kerja sama ini diatur dan tunduk pada ketentuan hukum yang
berlaku di Negara Republik Indonesia.

(2)     Perbedaan penafsiran atau perselisihan alas pelaksanaan perjanjian Kerja
Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufal{at
oleh PARA PIHAK.

(3)     Apabila     penyelesalan     perselisihan      secara     musyawarah      sudan
dilaksanakan namun mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat
untuk  menyelesaikan  perselisihan  tersebut  melalui  Pengadilan  Negeri
Jakarta Pusat.

Pasal 13
KETERTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis
berdasarkan   persetujuan   PARA   PIHAK  yang   dicantumkan   dalam   suatu

perubahan   (adefldum)   yang   merupakan   bagian   tidak   terpisahkan   dari
Perjanjian Kerja Sama ini.

\Nyl..
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Pasal 14
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di
atas kertas, rna.sing-masing bermeteral cukup, dan masing-masing mempunyal
kekuatan hukum yang gama bagi serta mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

WANI SABU

PIHAK KESATU,
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RENCENA AKSE PENINGKATAN LAYAHAN SAPA 129

Rt±ang Lingkup Kegiatafl Peran Waktu Pelaksanaafl

PIHAK KESATH plHjm KBDUA

Peningkatan Kurnj ungan           lap angafl ®    Mengikuti kegiatan kunjungan M emfasifitasi        p elaksanaan Kegiatan  dilaksanakam secara
kapasitas sumber penyelenggaraan     confczcf 1apangan ke Halo BCA kunjungan PIHAK KESATU ke p erio dik        se su al        d engari
daya manusia ce72€er  ke  kantor  layanan •   Melakukan pemetaan kantor  layanan  co7tfcact  cezt€er kesepakatan PARA PIHAK

("SDM") yang co77€act aenfer milik PIHAK kebutuhan perbalkan pada mffik          PIHAK          KEDtFA,

terkait KEDHA guna memperoleh Layanan SAPA 129 term asuk                p enyediaan

penyelenggaraan pengalaman   praktis   dan pendamping,       1okasi,       dan
Layanan SAPA129melaluipelatihan,warkeshop,dianke8iatan1alnnya in em etakan       keb utuhanperfealkanpadaLayananSAVA129 agenda kunjungan tersebut

Pemetaan potensi operator ®    Monitoriflg pelaksanaan •    Menjadi pewawancara Kegiatan  dilaksanakan secara
dan      supervisor      pada wawancara pemetaan potensi •    Melaksanakari          proses b erkesinamb ungari         sesuai
Layanan SAPA 129 melalui wawancara           terhad ap dengan    kesepakatan    PARA
metode wawancara operator    dan    supervisorLayananSAPA129•Melafukanpemetaanpotensidanrekomendasiareapenguatan/pengembanganSDMberdasarkanhasil PIHex

.i-I-`.i.
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wawancara     yang     telaridilaksanakan

Pelatihari dan peningkatan •    Menyediakan tempat pelatihan M enyiapkan       in ateri       d an Kegiatan dilaksanakan  sesual
keterampilan soj¥ sfeGZZ bagi •   Melakukan      persiapan      dan narasumber     yang     relevan dengan    kesepakatan    PARA
operator   dan    supervisor penyesuaian kelja operator dan dalam  pelatihan  soj€ ske.ZZ dan PIHAK
Layanan SAPA  129 terkalt sz4perzdso#  pad€L  Layanan  SAPA keterampilan komunikasi bagi

penyelenggaraan   layanan 129 operator       dan       supervisor

pada con€c&ct ce7?ter Layanan SAVA 129

Pengembangan Perbalkan   pedoman   alur Menyusun          pedoman          alur Memb erikan rekomendasi alur Kegiatan  dilaksanakari secara
sistem respons penanganan  aduan  pada penanganan  aduan  pada  Layanan penanganan      aduan      pada b erkesinamb ungan         se su ai
Layanan SAPA Layanan SAPA 129 SAPA  129, khususnya pada prosesLayanan SAPA 129 dengan    kesepakatan    PARA
129 yang awal    (penerimaan    aduan    awal, PIHAK

menghubungkanantaralayananpengaduandenganunit/1embagalayananterkaitlainnya pengumpulan data dan informasi)

Penyusunan  Serzrice  Let;ez Menyusun     SLA    pada     layanan Memberikan rekomendasi SLA Kegiatan  dilaksanakan secara
Agreenerd      (SIA)      I?erdeL pengaduan  melalui  Layanan  SAPA pada Layanan SAPA 129 b erke sinamb ungan         se su ai
Layanan SAPA 129 sebagai 129 dengan    kesepakatan    PARA
salafi         satu         kanalpengaduanmasyarakatkhususkasuskekerasanterhadapperempuandananak PIHJK
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Pengembangan Pengembangan         sistem Membangun  koordinasi  dan  keria Memberikan     asistensi     dan Kegiatan  dilaksanakan secara
sistem informasi ticketing    Layanan    SAPAL sama  multi  pihak  dalam  ran9ka rekomendasi    dalam    proses b erkesinamb ungan        se su ai

dan teknologi (IT) 129 pengembangan     sistem     ticked7ig p engemb angan                sistem dengan    kesepakatan    PARA

untuk mendukungpenyelenggaraanLayananSAPA Layanafl SAVA 129 atcke#7tg Layanan SAPA 129 PIHAK

SfecEr{.rag        dan        diskusi Memfasifitasi     sarana    prasarana Memp erkenalkan                 d an Kegiatan  dilaksanakan secara
129 p engemb angan         sistem dalam  ranedra  pelaksanaan  rapat melakukan  koordinasi  antara b erkesinambungan        se su al

Layanan        SAPA        12 9 dan  diskusi pengembangan  sistem PIHAK       KESATtF       d engan dengan    kesepakatan    PARA

(tezephony     sckrfuon     de:in SALPA  129 p ihak-pihak                        yang PIHAK

omvicharmel) menyediakan   produk   coptteo€centeruntukprosespdefrz.rag

Penyu sunan              daftar Menyusun konsep  kebutuhan fitur •    Memberikan masukan dart Kegiatam  dilaksanakan secara

kebutuhan    fitur    dalam pada sistem Layanan SAPA 129 fo imbingan                   dalam b erkesinambungan        sesual
ran8ka       p engemb angan p enyu sunan               daftar dengan    kesepakatan    PARA

sistem      dan      teknologi kebutuhan      fitur     pada PIHAK

Layanan SAPA 129 sisteln Layanan SAPA 129®Memberikanrekomendasifitur-fiturun.tuksistemLayananSAPA129

Qunkitg Cortrog Penyu sunan         indikator M enentukan       indikator-indikator Memb erikan          rekom endasi Kegiatan  dilaksanakan secara
terhadap performa penilalan     kinerja     bagi penilaian    kineria    operator    dan indikator dan penfialan idneH.a b erkesinamb ungan        se suai

kineH.a SDM dan operator   dan   supervisor supervisor I,ayanan SAPA 129 bagi pelaksana  Layanan SAPA dengan    kesepakatan    PARA
Layanan SAIIA 129 129 PIHAK
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kualitas La.yananSAPA129

Penyusunam     mekanisme Menyusun    rmekanisme    supervisi Memb erikan         rekomendasi Kegiatan  dilaksamakan secara
supervisi     dan     evaluasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar kualitas layanan  dali b erkesinamfo ungan         se su al

(qualitg  assurance)  ddiarm Layanan SAPA 129 pelaksanaan gz4czZ€ffg czsszfmance dengan    kesepakatan    PARA

penyelemggaraan  LayananSAPA129 pada  Layanan SAPA 129 PIHAK

Sosialisasi dan Pengumum an               dan M enye diakan       konten ,        in ateriMemherikan   bantuan   dalam Kegiatan  dilaksanakan sesuai

promosi Layaman penyebarluasan  informasi promosi,    dan    informasi    publikpelaksanaan   sosialisasi   dan dengan    kesepakatan    PARA
SAPA 129 kepada terkait Layanan SAPA 129 terkait Layanan SAPA 129Melakukansosialisasidan promosiLayananSAPA129kepadamasyarakatluas promosi terkait Layanan SAPA PIHAK

masyarakat luas ; kepada masyarakat® 129
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